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ABSTRAK 
Reformasi hukum pidana nasional Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem hukum nasional. 
KUHP Baru tidak hanya menggantikan warisan kolonial Wetboek van Strafrecht (WvS), tetapi juga menandai upaya 
untuk menghadirkan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kepribadian bangsa, serta spiritualitas 
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Salah satu aspek penting dari pembaruan ini ialah upaya integrasi 
norma-norma hukum Islam (syariah) ke dalam struktur hukum pidana nasional. Artikel ini bertujuan menelaah bentuk, 
ruang lingkup, dan kedalaman integrasi norma syariah dalam KUHP Baru dengan melakukan perbandingan terhadap 
prinsip-prinsip hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang relevan, seperti 
ketentuan mengenai zina, penodaan agama, pidana mati, pencurian, korupsi, dan kesusilaan, yang memperlihatkan 
pengaruh nilai-nilai Islam baik secara substantif maupun moral. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif dan 

komparatif dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagai dasar evaluatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa 
integrasi norma syariah dalam KUHP Baru bersifat substantif-normatif, bukan tekstual-formal. Pasal-pasal tersebut 
menampilkan nilai-nilai Islam dalam bentuk moral publik, perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, serta 
pencegahan kerusakan (mafsadah). Pembaruan ini menunjukkan adanya titik temu antara prinsip-prinsip syariah dan 
nilai-nilai Pancasila dalam kerangka restorative justice dan human dignity. Dengan demikian, KUHP Baru dapat 
dipandang sebagai upaya harmonisasi hukum antara hukum positif, nilai agama, dan prinsip kemanusiaan universal. 
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PENDAHULUAN 
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru pada Desember 2022 

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi mendasar dalam sistem 
hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, 
Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana nasional yang diklaim lebih sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila dan budaya bangsa. Salah satu aspek paling menarik dari pembaruan ini ialah masuknya 
nilai-nilai agama, khususnya norma hukum Islam (syariah), ke dalam berbagai ketentuan pidana 
(Gusti & Umar, 2023). 

Secara historis, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia merupakan 
hasil interaksi panjang antara tradisi hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Sejak masa 
kolonial, hukum pidana Belanda cenderung bersifat sekuler dan individualistik, sementara hukum 
Islam berorientasi pada moral dan keadilan sosial. Reformasi hukum nasional pasca-kemerdekaan 
membuka ruang bagi integrasi ketiganya di bawah ideologi Pancasila. Dalam konteks itu, pembaruan 
KUHP dapat dipahami sebagai upaya kodifikasi nilai-nilai keagamaan dalam kerangka hukum positif 
nasional (Jailani, 2017).  

Penting untuk dicatat bahwa integrasi norma syariah dalam KUHP Baru tidak berarti 
Islamisasi total terhadap sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, integrasi ini mencerminkan 
pendekatan substantif, yaitu penyerapan nilai-nilai universal Islam yang relevan dengan keadilan, 
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keseimbangan, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hadir 
sebagai sistem hukum paralel, tetapi sebagai sumber etika dan moralitas publik yang memperkaya 
hukum nasional (Azzuhri, 2025).  

Beberapa ketentuan yang sering dianggap mencerminkan nilai-nilai Islam antara lain pasal-
pasal tentang kesusilaan (Pasal 411–412 KUHP), penodaan agama (Pasal 300–304), penghinaan 
terhadap institusi perkawinan, dan perlindungan terhadap anak serta perempuan. Di sisi lain, KUHP 
Baru juga menegaskan prinsip restorative justice yang sejalan dengan pendekatan hukum Islam yang 

menekankan keadilan korektif (‘adl al-iṣlāḥī) dan kemaslahatan sosial (maṣlaḥah ‘āmmah) 
(Hermanto et al., 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab tiga pertanyaan utama: 

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dibandingkan dengan 
ketentuan dalam KUHP Baru? 

2. Sejauh mana nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah terefleksi dalam pasal-pasal KUHP Baru? 
3. Bagaimana model integrasi hukum Islam dapat memperkuat sistem hukum pidana 

nasional yang adil, humanis, dan berakar pada nilai spiritual bangsa? 
Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan hukum 

(comparative law) dengan menelaah teks-teks hukum positif, kitab-kitab fiqh klasik, serta pandangan 
ahli hukum kontemporer. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam wacana 
pembaruan hukum pidana berbasis nilai-nilai keagamaan tanpa mengabaikan prinsip konstitusional 
dan hak asasi manusia. 
Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dasar, Tujuan, dan Karakteristik 

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan bagian integral dari syariat Islam yang 
dirancang untuk menjaga keteraturan sosial melalui perlindungan atas lima tujuan pokok (al-

ḍarūriyyāt al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai sistem hukum yang 
bersumber dari wahyu, fiqh jinayah tidak hanya mengejar tegaknya keadilan secara sosial, tetapi juga 
mengandung dimensi moral dan spiritual yang menempatkan setiap aturan sebagai bentuk penjagaan 
terhadap martabat manusia dan tatanan kehidupan yang selaras dengan kehendak Ilahi (Lubis, 2025). 

Dalam pandangan Al-Ghazālī, esensi hukum pidana adalah menegakkan keadilan serta 
mencegah kerusakan. Oleh karena itu, karakter sanksi dalam hukum Islam tidak bersifat semata-
mata retributif, tetapi juga edukatif, korektif, dan preventif. Dalam praktiknya, hukum pidana Islam 
mencakup tiga bentuk sanksi utama: takzīr yang memberi ruang diskresi bagi pemerintah, hudūd 

yang bersifat pasti dan bertujuan melindungi nilai-nilai moral fundamental, serta qiṣāṣ–diyāt yang 
menempatkan pemulihan dan keadilan sebagai dasar penanganan pelanggaran terhadap nyawa atau 
fisik. 

Fiqh jinayah berkembang dari konsep bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi, 
sehingga pelanggaran hukum dianggap bukan hanya kejahatan sosial, tetapi juga penyimpangan dari 
tuntunan moral ilahiah (Satria et al., 2025). Pemikiran para ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Al-
Qarāfī menegaskan bahwa esensi dari penegakan hukuman adalah perlindungan sosial dan perbaikan 
moral pelaku. Perspektif ini menjadi semakin relevan ketika dibandingkan dengan perkembangan 
hukum pidana modern, terutama dalam konteks bergesernya orientasi dari punitive justice menuju 
restorative justice. Arah pembaruan ini tampak pula dalam KUHP Baru Indonesia yang menekankan 
pemulihan relasi sosial dan perlindungan korban sebagai tujuan utama pemidanaan (Hamida, 2022). 

Prinsip-Prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Hukum Pidana 

Teori maqāṣid al-syarī‘ah menjadi kerangka metodologis penting dalam memahami tujuan 

rasional dari setiap ketentuan hukum Islam. Dalam Al-Muwāfaqāt, Al-Shāṭibī membagi maqasid ke 

dalam tiga tingkatan, yaitu ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Ketiga tingkatan ini memberikan 
gambaran bahwa hukum Islam dirancang untuk menjaga esensi kehidupan manusia, mempermudah 
aktivitas sosial, dan menyempurnakan moralitas masyarakat. 

Dalam ranah hukum pidana, maqasid al-syarī‘ah berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai 
dasar moral dan tujuan di balik sanksi. Hukuman mati, misalnya, bukan dimaksudkan sebagai bentuk 
balas dendam, melainkan perlindungan terhadap jiwa. Sanksi terkait pencurian menjaga harta, 
sementara larangan zina menjaga keturunan dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, orientasi 
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hukum pidana Islam pada dasarnya bersifat preventif dan bertujuan menjaga kemaslahatan sosial 
secara menyeluruh (Anggraeni, 2023). 

Pendekatan maqasid juga memungkinkan fleksibilitas hukum melalui mekanisme ijtihad. 
Fleksibilitas inilah yang membuat integrasi nilai syariah dalam KUHP Baru menjadi relevan. Banyak 
ketentuan dalam KUHP Baru—seperti pidana bersyarat, pengampunan, dan mekanisme keadilan 
restoratif—sejalan dengan semangat maqasid yang mengutamakan kemaslahatan dan pemulihan 
sosial dibanding sekadar penghukuman (Utama, 2021). 
Evolusi Hukum Pidana Nasional Indonesia 

Sebelum diberlakukannya KUHP Baru, hukum pidana Indonesia berakar pada Wetboek van 
Strafrecht (WvS) yang merupakan produk kolonial Belanda. Kodifikasi ini berpijak pada asas 
legalitas Eropa yang sekuler dan sangat menekankan pendekatan retributif. Banyak aturan di 
dalamnya tidak sejalan dengan nilai masyarakat Indonesia yang religius dan komunal (Erdianto, 
2021). 

Sejak masa awal kemerdekaan, sejumlah pemikir hukum seperti Hazairin, Munawir Sjadzali, 
dan Soepomo telah mendorong pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila 
serta selaras dengan nilai agama dan adat. Hazairin bahkan menekankan bahwa hukum nasional 
harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mencakup hukum adat dan hukum 
Islam sebagai dua sumber nilai utama (Ramli et al., 2024). 

Upaya pembaruan KUHP berlangsung sangat panjang, melewati lebih dari enam dekade 
perdebatan dan penyusunan berbagai draf akademik sejak 1963. Konsensus politik akhirnya tercapai 
pada 2022 dengan lahirnya KUHP Baru. Meskipun tidak menyebutkan hukum Islam secara eksplisit, 
kodifikasi baru ini memberi ruang bagi internalisasi nilai-nilai syariah melalui konsep moralitas 
publik dan perlindungan keluarga sebagai bagian dari kepentingan hukum (Djawas et al., 2024). 
Perbandingan Epistemologis antara Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif 

Perbandingan antara fiqh jinayah dan hukum pidana positif modern memperlihatkan 
perbedaan mendasar dalam sumber nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Hukum pidana Islam 
berlandaskan wahyu, sementara hukum positif bertumpu pada rasionalitas manusia dan pengalaman 
sosial. Orientasi hukum Islam bersifat moral-spiritual, sedangkan hukum positif lebih sekuler dan 
menekankan penegakan ketertiban. 

Dalam fiqh jinayah, substansi hukum dibangun atas hak Allah dan hak manusia, sementara 
hukum positif berpijak pada kepentingan negara dan individu. Prinsip dasar hukum pidana Islam 
menekankan pencegahan dan rehabilitasi, berbeda dengan KUHP Lama yang lebih menonjolkan 
pembalasan dan efek jera. Sifat hukum Islam relatif terbuka terhadap ijtihad, sementara hukum 
positif terikat ketat pada legalitas formal yang tertulis. 

Meskipun demikian, kedua sistem sama-sama bertujuan menciptakan keteraturan dan 
keadilan dalam masyarakat. KUHP Baru dapat dipandang sebagai upaya menjembatani dua 
paradigma tersebut, dengan menempatkan moralitas publik sebagai bagian dari kepentingan hukum 
sekaligus tetap mempertahankan prinsip legalitas modern. 
Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Pembaruan KUHP Baru 

Integrasi nilai syariah dalam KUHP Baru terjadi melalui tiga jalur utama. Secara konseptual, 
KUHP Baru memperkuat sejumlah asas hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, 
dan kemaslahatan—nilai-nilai yang juga menjadi inti hukum Islam. Secara normatif, beberapa pasal 
mengenai kesusilaan, perlindungan keluarga, dan penodaan agama mencerminkan moralitas 
keagamaan yang hidup dalam masyarakat tanpa menyebutkan syariah secara eksplisit. Secara 

prosedural, penerapan mekanisme keadilan restoratif menunjukkan kedekatan dengan prinsip ishlāḥ 
dalam hukum Islam yang menekankan pemulihan hubungan sosial. 

Contohnya, konsep pengampunan pidana dalam KUHP Baru memiliki kesamaan dengan 
prinsip ‘afw, yaitu penghapusan hukuman karena pemaafan korban. Pengaturan mengenai pidana 
bersyarat juga sejalan dengan gagasan takhfīf al-‘uqūbah dalam fiqh jinayah, yakni keringanan 
hukuman demi kemaslahatan sosial (Utama, 2024). 

Dengan demikian, integrasi nilai syariah dalam KUHP Baru bukan merupakan proses 
formalisasi hukum agama, tetapi penguatan nilai moral, etika, dan keadilan substantif yang sesuai 
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dengan karakter masyarakat Indonesia. Model integrasi ini bersifat rasional, konstitusional, dan tidak 
bertentangan dengan prinsip negara hukum modern (Damanik, 2023). 
Kajian Pustaka Terkait Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem 
hukum nasional Indonesia telah lama menjadi tema diskusi akademik. Syamsul Anwar (2019) 

menekankan bahwa integrasi itu harus melalui pendekatan taḥqīq al-manāṭ, yakni memastikan 
relevansi konteks sosial sebelum menerapkan norma syariah. Azyumardi Azra (2018) memandang 
Islam Indonesia sebagai Islam yang substantif dan kultural, sehingga nilai-nilainya lebih tepat 
diartikulasikan dalam bentuk etika sosial. 

Selain itu, Nadirsyah Hosen (2017) mencatat bahwa konstitusi Indonesia memungkinkan 
nilai agama menjadi inspirasi hukum tanpa menjadikan negara bersifat teokratis. Sejalan dengan itu, 
Ahmad Fauzi (2022) menilai bahwa sejumlah pasal dalam KUHP Baru merepresentasikan nilai 
Islam kultural, terutama pada aspek moral publik dan perlindungan agama. 

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP 2023 merupakan 
bentuk harmonisasi antara nilai syariah dengan prinsip-prinsip negara hukum modern berlandaskan 
Pancasila. Dalam konteks global, Indonesia menampilkan model integrasi hukum Islam yang khas: 
tidak dogmatis, tidak formalistik, tetapi selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tetap berada 
dalam koridor demokrasi konstitusional (Kusmayanti et al., 2020). 

  

METODE  
Pendekatan penelitian ini menggunakan landasan yuridis-normatif atau normative legal 

research, yaitu pendekatan yang berfokus pada telaah mendalam terhadap norma hukum dalam 
peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam 
konteks penelitian ini, kajian diarahkan untuk menganalisis dan membandingkan norma hukum 
pidana Islam atau fiqh jinayah dengan ketentuan pidana dalam KUHP Baru sebagaimana diatur 
dalam UU No. 1 Tahun 2023 (Putri et al., 2025). Pendekatan seperti ini dipilih karena sesuai dengan 
karakter penelitian hukum yang berorientasi pada asas, nilai, dan struktur norma, sehingga analisis 
dapat dilakukan secara filosofis dan teologis, terutama dalam menilai integrasi nilai syariah ke dalam 
hukum positif Indonesia (Stefan, 2024). Selain bernuansa normatif, penelitian ini juga bersifat 
komparatif karena membandingkan konsep dan prinsip hukum pidana Islam yang bersumber dari 
Al-Qur’an, hadis, serta literatur klasik seperti kitab fiqh, dengan pasal-pasal KUHP Baru yang 
memiliki kesamaan objek pengaturan. Tujuan pendekatan komparatif tersebut adalah 
mengidentifikasi titik temu (convergence) maupun titik beda (divergence) antara kedua sistem 
hukum (Yulia & Putri, 2025). 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan tiga kategori bahan hukum. Bahan 
hukum primer meliputi KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), sumber utama hukum Islam seperti 
Al-Qur’an dan hadis, literatur fiqh klasik seperti Al-Mughnī karya Ibn Qudāmah, Bidayat al-
Mujtahid karya Ibn Rushd, serta Fiqh al-Jinayah karya Abdul Qadir ‘Audah, dan juga dokumen 
relevan seperti fatwa DSN-MUI serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup 
literatur akademik mengenai hukum Islam dan hukum nasional dari para ahli seperti Hazairin, 

Syamsul Anwar, dan Azyumardi Azra, juga karya ilmiah tentang maqāṣid al-syarī‘ah, teori hukum 
pidana, dan konsep restorative justice, serta dokumen akademik penyusunan KUHP Baru. 
Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperkaya konteks terminologis melalui 
kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan rujukan daring seperti Oxford Islamic Studies, JSTOR, dan 
portal hukum Kemenkumham. Seluruh sumber ini mendukung ketelitian analisis normatif yang 
menjadi dasar penelitian. 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan beberapa tahapan 
penting. Peneliti mengidentifikasi seluruh sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, lalu 
membaca dan mencatat ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu moralitas publik, agama, dan 
keadilan dalam KUHP Baru. Selanjutnya, ketentuan tersebut dibandingkan secara sistematis dengan 

konsep-konsep hukum pidana Islam. Penafsiran dilakukan menggunakan pendekatan maqāṣid al-
syarī‘ah agar analisis tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga pada tujuan, nilai, dan 
semangat pembentukannya atau ratio legis. Dengan pendekatan ini, penafsiran tidak berhenti pada 
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aspek tekstual, melainkan melihat bagaimana suatu norma dibentuk untuk mencapai kemaslahatan 
manusia. 

Analisis data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, analisis isi (content analysis) 
digunakan untuk menelaah substansi pasal KUHP Baru bersama nash fiqh jinayah, sehingga konsep 
hukum yang mencerminkan nilai syariah dapat teridentifikasi secara lebih jelas. Kedua, metode 
analisis komparatif atau comparative legal analysis digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip 
hukum Islam dan hukum pidana positif dalam aspek asas, tujuan hukum, subjek hukum, klasifikasi 

tindak pidana, serta sistem pemidanaannya. Dalam proses analisis ini, pendekatan maqāṣid al-
syarī‘ah kembali digunakan untuk menilai sejauh mana KUHP Baru mengakomodasi tujuan dasar 
hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan 
harta (Fahimah, 2024). 

Kerangka analisis penelitian dibangun dalam tiga tahapan besar yang saling terkait. Tahap 
pertama adalah mengidentifikasi norma syariah dan prinsip jinayah terkait tindak pidana pokok 
seperti hudud, qisas, dan ta’zir. Tahap kedua melakukan klasifikasi terhadap pasal-pasal KUHP Baru 
yang memiliki kesamaan objek pengaturan, misalnya terkait zina, penodaan agama, pencurian, 
pembunuhan, dan korupsi. Tahap ketiga berupa analisis perbandingan yang dilanjutkan dengan 
sintesis normatif untuk menemukan titik temu antara hukum pidana Islam dan KUHP Baru. Dari 
tahapan inilah kritik teoretis dapat dibangun terhadap aspek-aspek KUHP Baru yang dinilai belum 
terintegrasi secara optimal dengan nilai keagamaan maupun nilai kemanusiaan. Melalui kerangka 
tersebut, penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan rekomendatif 
terhadap arah pengembangan hukum pidana nasional. 

Validitas penelitian ini terutama ditentukan oleh ketepatan interpretasi terhadap teks hukum 
dan literatur akademik, mengingat penelitian bersifat doktrinal. Untuk menjaga objektivitas, 
dilakukan triangulasi sumber dari berbagai mazhab fiqh serta literatur hukum modern (Sunantara, 
2020). Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum didukung oleh data 
empiris terkait implementasi KUHP Baru dalam praktik peradilan. Oleh sebab itu, hasil penelitian 
bersifat normatif dan konseptual, tetapi tetap dapat menjadi pijakan teoretis bagi penelitian empiris 
tahap berikutnya (Hidayat et al., 2025). 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengesahan KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai 

perubahan penting dalam arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Jika KUHP lama berakar pada 
orientasi hukum Eropa yang cenderung legalistik dan sekuler, KUHP Baru memperlihatkan upaya 
untuk menghadirkan sistem pidana yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang 
memadukan nilai-nilai Pancasila, adat, serta agama (Zuwanda & Sopian, 2024). Dalam konteks ini, 
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi filosofis yang menjiwai ketentuan pidana, 
sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum bahwa hukum pidana nasional harus 
memperhatikan nilai agama, moral, dan budaya masyarakat. Orientasi semacam ini sejalan dengan 
prinsip fiqh jinayah, di mana norma pidana tidak pernah dipisahkan dari aspek etika moral dan 
tanggung jawab spiritual manusia (Wahid et al., 2025). Hukum pidana Islam bersifat teosentris 
karena berangkat dari kehendak Tuhan untuk menjaga ketertiban moral, namun juga humanistik 
karena tujuan akhirnya adalah perlindungan kemaslahatan manusia. KUHP Baru mencoba 
mengintegrasikan dua dimensi ini melalui penekanan pada restorative justice serta penghormatan 
terhadap nilai-nilai religius, sehingga hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai instrumen 
penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral bangsa (Bakti, 2015). 

Perbandingan antara pasal-pasal KUHP Baru dan hukum pidana Islam pertama kali terlihat 
dalam pengaturan delik kesusilaan. Pasal 411 dan 412 KUHP Baru mengatur mengenai 
persetubuhan di luar perkawinan dan kohabitasi, masing-masing dengan ancaman pidana penjara 
atau denda (Isra et al., 2017). Meski tidak merujuk langsung pada syariat, kedua pasal ini jelas 

berangkat dari nilai perlindungan terhadap keturunan atau ḥifẓ al-nasl, serta perlindungan 

kehormatan atau ḥifẓ al-‘ird dalam maqāṣid al-syarī‘ah (Warman et al., 2018). Dalam hukum Islam, 
zina termasuk hudūd dengan ketentuan yang sudah ditetapkan nash, sebagaimana dalam QS. An-
Nūr [24]:2 dan hadis tentang hukuman rajam bagi pelaku yang telah menikah (Hamzah, 2025). 
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Namun mekanisme pembuktian dalam Islam sangat ketat, mensyaratkan empat saksi laki-laki yang 
adil. KUHP Baru mengambil pendekatan berbeda melalui delik aduan yang hanya dapat diproses 
atas laporan pihak terkait seperti suami, istri, atau orang tua. Perbedaan mekanisme ini menunjukkan 
bahwa KUHP Baru tidak menyalin fiqh secara literal, tetapi mengadopsi nilai moral Islam secara 
substantif sambil tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan privasi warga 
negara (Atika et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa aturan kesusilaan dalam KUHP Baru 
merupakan pergeseran dari model hukum ilahiah yang absolut menuju hukum sosial yang adaptif, 
namun tetap selaras dengan nilai maqasid untuk menjaga kehormatan dan keturunan (Bakence et al., 
2025). 

Kajian perbandingan berikutnya tampak pada delik penodaan agama dalam Pasal 300–304 
KUHP Baru. Ketentuan dalam pasal tersebut mempidanakan setiap tindakan permusuhan, 
kebencian, atau penodaan terhadap agama dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara 
(Saimima Wadjo et al., 2025). Dalam hukum Islam, tindakan serupa dikategorikan sebagai riddah 
(kemurtadan) atau sabb al-dīn (penghinaan agama), dengan variasi sanksi yang berbeda bagi Muslim 
dan non-Muslim (Christian, 2020). Meskipun dalam fiqh klasik penghinaan agama oleh seorang 
Muslim dapat dikategorikan sebagai murtad yang berpotensi dikenai hukuman mati, pelaksanaannya 
dibatasi oleh persyaratan ketat, termasuk pembuktian niat dan pemberian kesempatan untuk 
bertaubat (Hikmah, 2024). KUHP Baru tidak menekankan aspek teologis tersebut, tetapi lebih fokus 
pada perlindungan ketertiban sosial, kerukunan umat beragama, dan nilai kebangsaan. Pendekatan 
ini menunjukkan transformasi dari orientasi doktrinal menuju orientasi sosial, sejalan dengan 

maqasid ḥifẓ al-dīn yang menekankan perlindungan terhadap agama melalui penghormatan, bukan 
pemaksaan keyakinan (Lukito, 2025). 

Pengaturan mengenai pidana mati dalam Pasal 98–100 KUHP Baru juga menunjukkan 
pendekatan yang lebih progresif. Meskipun pidana mati tetap dipertahankan, kedudukannya 
ditransformasikan menjadi pidana alternatif dan bersyarat. KUHP mengatur masa percobaan selama 
sepuluh tahun, dengan kemungkinan perubahan menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana 
menunjukkan penyesalan (Fajrin & Triwijaya, 2019). Dalam hukum Islam, pidana mati dikenal 

dalam konteks qiṣāṣ, hudūd seperti zina muhshan atau hirabah, serta ta‘zīr untuk kejahatan luar 
biasa. Meski demikian, prinsip utama syariat adalah al-‘afw atau pemaafan, sebagaimana ditegaskan 
dalam QS. Al-Baqarah [2]:178. Dengan demikian, hukum Islam mendorong ruang bagi rekonsiliasi 
dan kemaslahatan. KUHP Baru menyesuaikan prinsip tersebut dengan menempatkan pidana mati 

sebagai ultimum remedium yang memberi ruang bagi rehabilitasi moral, mencerminkan nilai ḥifẓ al-
nafs, yaitu perlindungan jiwa yang ditegakkan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan (Murdan, 
2016). 

Pengaturan mengenai pencurian dan korupsi dalam KUHP Baru juga memiliki titik temu 
dengan hukum pidana Islam. Pencurian dalam KUHP Baru dipahami sebagai pengambilan barang 
tanpa hak untuk keuntungan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 467–471 (Fitzpatrick, 1997). 
Dalam syariat, pencurian termasuk hudūd dengan ketentuan hadd potong tangan berdasarkan QS. 
Al-Māidah [5]:38, tetapi pelaksanaannya tunduk pada syarat-syarat ketat, termasuk nilai barang, 
kondisi sosial, dan situasi darurat (Yunus, 2022). Karena syarat tersebut sangat berat, hukuman hadd 
jarang diterapkan, sehingga fokusnya lebih kepada pencegahan ketimpangan sosial dan pemulihan 
keadilan ekonomi (Sopyan, 2020). Sementara untuk korupsi, hukum Islam mengategorikannya 
sebagai ghulūl atau penggelapan harta publik, yang sangat dikecam dalam QS. Āli ‘Imrān [3]:161. 
Sanksinya termasuk ta‘zīr, sehingga negara memiliki kewenangan menentukan hukuman sesuai 
dampak kerusakan sosial (Rasyid, 2017). KUHP Baru juga menempatkan korupsi sebagai kejahatan 
luar biasa dengan hukuman berat, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur 
dalam UU Tipikor. Keselarasan ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun KUHP Baru 

sama-sama menekankan perlindungan harta atau ḥifẓ al-māl dan keadilan distribusi kekayaan, 
sekaligus menegaskan bahwa perbedaan hanya terdapat pada bentuk dan mekanisme hukuman 
(Darisera, 2024; Tarigan & Hafandi, 2024). 

Konsep restorative justice yang dimasukkan dalam KUHP Baru semakin memperlihatkan 
integrasi nilai syariah dalam hukum pidana modern. Pendekatan ini menekankan pemulihan 
hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, terutama dalam kasus ringan, anak, dan keluarga 
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(Rudy & Wijaya, 2021). Prinsip ini sepenuhnya sejalan dengan konsep iṣlāḥ, ṣulḥ, dan afw dalam 
Islam, dan diperkuat oleh perintah Al-Qur’an agar umat manusia mengedepankan pemaafan karena 
hal itu lebih dekat kepada ketakwaan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]:237. Dalam praktik 

fiqh jinayah, penyelesaian damai selalu diutamakan, bahkan dalam kasus-kasus berat seperti qiṣāṣ. 
Banyak ulama menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana Islam adalah islāh al-mujtama‘ atau 
perbaikan masyarakat, bukan penghancuran pelaku (Suartina, 2020). Dengan demikian, restorative 
justice dalam KUHP Baru merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai syariah telah terinternalisasi 
secara substansial dalam hukum negara (Simanjuntak, 2017). 

Baik hukum Islam maupun KUHP Baru juga sama-sama bertumpu pada prinsip keadilan 
dan kemanusiaan. Dalam Islam, asas al-‘adl wa al-ihsān menuntut keseimbangan antara hak individu 
dan kepentingan kolektif. KUHP Baru sendiri didasarkan pada asas keadilan, kemanusiaan, dan 
kepastian hukum (Susykawati, 2024). Persamaan pandangan ini menunjukkan bahwa kedua sistem 
hukum menolak kekerasan struktural dan menempatkan hakim sebagai figur yang memiliki ruang 
diskresi untuk mempertimbangkan niat, kondisi sosial, dan kemaslahatan, sebagaimana dalam fiqh 
qadha dan juga dalam pengaturan mengenai pidana bersyarat maupun diversi dalam hukum nasional 
(Yunanto, 2012). Keselarasan tersebut memperkuat integrasi moral hukum Islam ke dalam sistem 
hukum nasional yang plural dan konstitusional (Elfira, 2009). 

Secara keseluruhan, kajian integratif menunjukkan bahwa nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah hadir 

secara implisit dalam berbagai ketentuan KUHP Baru. Perlindungan agama atau ḥifẓ al-dīn 

tercermin dalam pasal penodaan agama; perlindungan jiwa atau ḥifẓ al-nafs terlihat pada kebijakan 

pidana mati bersyarat; perlindungan kehormatan atau ḥifẓ al-‘ird tampak dalam delik kesusilaan; 

perlindungan harta atau ḥifẓ al-māl tercermin dalam aturan pencurian dan pengelolaan keuangan 

publik; sedangkan perlindungan keturunan atau ḥifẓ al-nasl muncul dalam pengaturan keluarga dan 
anak. Pemetaan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak mengadopsi syariat secara legal formal, 
tetapi menginternalisasi nilai-nilai maqasid yang bersifat universal. Karena itu, pembaruan hukum 
pidana Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk integrasi paradigmatik yang memadukan prinsip-
prinsip Islam dengan identitas hukum nasional yang modern dan konstitusional (Biezeveld, 2004). 

  

KESIMPULAN 
Pembaruan KUHP Tahun 2023 menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia 

tidak hanya bertujuan melepaskan diri dari warisan kolonial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai 
moral keagamaan, terutama prinsip hukum Islam, ke dalam sistem hukum nasional secara substantif. 
Integrasi ini dilakukan melalui penyerapannya pada asas, nilai, dan orientasi etis hukum, bukan 
melalui penerapan syariat secara formal. Pendekatan tersebut memperlihatkan karakter hukum 
Indonesia yang memadukan nilai Pancasila, moral agama, adat, dan modernitas dalam satu kerangka 
konstitusional. Nilai-nilai syariah yang terakomodasi dalam KUHP Baru berkaitan dengan prinsip 

maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta. Hal ini 
terlihat dalam ketentuan mengenai penodaan agama, delik kesusilaan, pidana mati bersyarat, serta 
pengaturan tindak pidana terhadap harta dan ketertiban umum. Keseluruhannya menunjukkan 
bahwa agama berfungsi sebagai sumber etika publik dalam pembentukan hukum. 

KUHP Baru juga mencerminkan pergeseran dari orientasi retributif menuju restorative 

justice, sebuah konsep yang sejalan dengan nilai iṣlāḥ dan afw dalam hukum Islam yang 
menekankan pemulihan sosial dan pemaafan. Kebijakan pidana mati bersyarat menjadi contoh lain 
dari pendekatan moderat yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan penghargaan terhadap 
kesucian nyawa. Sementara itu, pengaturan delik kesusilaan dan penodaan agama menunjukkan 
adanya integrasi nilai syariah pada tingkat kultural, sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia 
yang religius. Secara epistemologis, hukum Islam dan KUHP Baru bertemu pada konsep keadilan 

sosial. Prinsip al-‘adl wa al-iḥsān dalam Islam sejalan dengan asas keadilan dan kemanusiaan dalam 
hukum nasional. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipahami sebagai hukum pidana modern 
yang mengintegrasikan nilai Islam sebagai inspirasi etis tanpa mengubah Indonesia menjadi negara 
agama. 
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Pengembangan teori integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional perlu dilanjutkan agar 
batas antara penerapan formal hukum agama dan internalisasi nilai-nilainya dapat dijelaskan dengan 

lebih jelas. Pendekatan berbasis maqāṣid dapat dijadikan kerangka analitis dalam menilai kesesuaian 
antara hukum Islam dan peraturan perundangan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris juga 
diperlukan untuk menilai dampak sosial pasal-pasal tertentu, seperti zina dan penodaan agama, agar 
implementasinya tidak menimbulkan ketidakadilan atau menjadi alat politik. Pendidikan hukum 
Islam komparatif bagi akademisi dan praktisi perlu diperluas untuk membangun pemahaman yang 
lebih utuh mengenai hubungan antara fiqh jinayah dan hukum pidana modern. 

Dari sisi regulasi, dibutuhkan harmonisasi antara KUHP dengan undang-undang sektoral 
agar nilai-nilai kemaslahatan dapat diterapkan secara lebih konsisten. Pembentukan lembaga kajian 

hukum berbasis maqāṣid dapat membantu proses legislasi agar lebih berorientasi pada prinsip 
keadilan substantif. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan juga perlu diperkuat 

dengan pedoman etik berbasis nilai iṣlāḥ agar hakim memiliki rujukan moral dalam menjalankan 
diskresi hukum. Pada tingkat sosial, penerapan norma kesusilaan dan agama perlu dilakukan melalui 
pendekatan edukatif agar hukum dipahami sebagai pembentuk moral publik, bukan sekadar 
instrumen represif. Peran organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU perlu 
dioptimalkan sebagai mitra pemerintah dalam membangun kesadaran hukum tanpa mempengaruhi 
independensi peradilan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman mengenai 

maqāṣid al-syarī‘ah agar implementasi KUHP tidak berhenti pada legalitas, tetapi juga 
mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan. 

Integrasi nilai syariah ke dalam KUHP Baru membuktikan bahwa Islam dan Pancasila saling 
melengkapi dalam membangun sistem hukum nasional. Reformasi ini bukan hanya koreksi terhadap 
KUHP kolonial, tetapi juga upaya membangun hukum pidana yang lebih berkepribadian 
Indonesia—religius, rasional, dan humanis. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipandang sebagai 
wujud harmonisasi antara ajaran moral Islam dan prinsip Pancasila dalam kerangka negara hukum 
modern. 
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